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Abstract: Public road land is a public asset whose control lies with the state. In accordance 

with Article 9 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land 

Registration, registration of land whose object is state land is carried out by recording the plot 

of land in the land register. The State Finance Law and the State Treasury Law provide a 

different understanding. The central and regional governments are required to certify all land 

they control without distinguishing between private domains or public domains attached to the 

objects being registered, so that control over public road land which should belong to the state, 

changes to the property of a government agency. The research method used is a normative 

empirical approach which is descriptive qualitative in nature. The results and discussion show 

that the basis for consideration by the Pariaman City Regional Government for registering 

public road land is based on Pariaman City Regional Regulation Number 14 of 2017 

concerning Management of Regional Property and Pariaman Mayor Regulation Number 58 of 

2019 concerning Technical Instructions for Management of Regional Property which was born 

from a KPK Instruction . Initially, the status of public road land in land administration was 

state land (TN), but because it was registered in KIB A, the status changed to Hak Pakai (P). 

The process for registering public road land is the same as registering land for government 

agencies whose objects are used to carry out the duties of the government agency concerned. 
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Abstrak: Tanah jalan umum merupakan aset publik yang penguasaannya ada pada negara. 

Sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah, pendaftaran tanah yang objeknya tanah negara dilaksanakan dengan membukukan 

bidang tanahnya dalam daftar tanah. Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang 

Perbendaharaan Negara memberi pemahaman berbeda. Pemerintah pusat dan daerah dituntut 

mensertipikatkan seluruh tanah yang dikuasainya tanpa membedakan private domein atau 

public domein yang melekat pada objek yang didaftar, sehingga penguasaan atas tanah jalan 

umum yang seharusnya ada pada negara, berubah menjadi milik suatu intansi pemerintah. 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris yang bersifat 
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deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan dasar pertimbangan Pemerintah 

Daerah Kota Pariaman mendaftarkan tanah jalan umum berpijak pada Peraturan Daerah Kota 

Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan 

Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah yang terlahir dari suatu Instruksi KPK. Semula status tanah jalan umum dalam 

administrasi pertanahan adalah tanah negara (TN), namun karena telah tercatat pada KIB A, 

statusnya berubah menjadi Hak Pakai (P). Adapun proses pendaftaran tanah jalan umum ini 

sama dengan pendaftaran tanah instansi pemerintah yang objeknya digunakan untuk 

pelaksanaan tugas-tugas instansi pemerintahan yang bersangkutan. 

 

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Tanah Negara, Aset Publik, Barang Milik Daerah 

 

PENDAHULUAN 

Bangsa Indonesia memiliki susunan kehidupan dan perekonomian yang bercorak agraris 

dengan hasil bumi dan laut yang melimpah serta beraneka ragam yang merupakan kekayaan 

nasional. Kekayaan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa dan harus dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan nilai ekonomi yang 

sangat tinggi guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Salah satu 

bentuk kekayaan nasional yang berperan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah 

tanah. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar, fungsinya sebagai 

sumber kehidupan dan kesejahteraan menjadikan keberadaannya sangat diperlukan untuk 

keberlanjutan ekonomi dan pembangunan. Dahulu, penggunaan tanah hanya sebatas untuk 

membangun tempat tinggal dan bercocok tanam, namun seiring berkembangnya zaman terjadi 

perubahan drastis, tanah yang semula hanya digunakan sebagai media untuk membangun 

tempat tinggal dan bercocok tanam, saat ini dapat digunakan  untuk berbagai hal yang dapat 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Bagi negara, tanah dapat digunakan untuk 

membangun berbagai macam infrastruktur, antara lain seperti gedung pemerintah, jembatan 

dan jalan umum yang merupakan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Peruntukannya ada yang khusus digunakan bagi keperluan instansi pemerintah (private 

domein) dan ada yang sengaja dibiarkan terbuka pemanfaatannya, sehingga dapat dinikmati 

bersama oleh masyarakat (public domein).1  

Akan tetapi, pembangunan infrastruktur tersebut terkadang tidak berjalan dengan lancar, 

penyebab utamanya justru berasal dari tanah itu sendiri. Ketersediaan tanah yang tidak 

sebanding dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat setiap tahun 

menjadi masalah paling mendasar. Untuk mengatasinya, negara berupaya untuk mengatur 

segala hal mengenai kekayaan nasional termasuk tanah melalui Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 

1945 yang mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk 

melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 tersebut, dibentuk aturan khusus 

tentang pertanahan yaitu UUPA. Dengan hadirnya UUPA, maka Buku Kedua Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dicabut sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang masih berlaku 

pada saat berlakunya UUPA tersebut.2 Instrumen hukum ini kemudian mengisyaratkan bahwa 

sejatinya tugas negara adalah untuk memakmurkan rakyatnya.  

Pengertian tanah tidak dirumuskan dengan jelas dalam UUPA, namun pada Penjelasan 

Pasal 1 UUPA dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanah ialah permukaan bumi. 

 
1Hiengki Aindorai, Pienguaisaiain dain Piengielolaiain Ta inaih Piemierinta ih : Konsiep dain Dia iliektika i dailaim Sistiem Hukum 

Indoniesia i, (Diepok : Ra ijaiwaili Piers, 2021), hlm. 1. 
2Republik Indonesia, Unda ing-Undaing Nomor 5 Taihun 1960 tientaing Pieraiturain Daisair Pokok-Pokok Aigra iriai, 

Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Bagian Memutuskan.  
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Kemudian Pasal 4 ayat (1) UUPA juga menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai negara 

sebagaimana dimaksud Pasal 2 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 

bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik 

sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Ketentuan tersebut 

memberi pemahaman bahwa dari sudut pandang UUPA, tanah dipandang hanya dari aspek 

yuridis, maksudnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak atas tanah yang memberi 

wewenang kepada pemegang hak nya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari 

tanah yang dihakinya.3 Di dalamnya juga diatur bahwa n iegara m ierupakan badan p ienguasa 

yang hanya m iemiliki hak m ienguasai n iegara sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) UUPA.  

Diengan diemikian j ielas bahwa Kionstitusi dan Hukum P iertanahan Indion iesia m iemaknai 

hubungan yang t ierbientuk antara n iegara diengan sumb ier daya agrarianya adalah hak m ienguasai 

niegara. Artinya, k iedudukan n iegara bukan s iebagai p iemilik sumbier daya agraria, m ielainkan 

siebagai suatu iorganisasi k iekuasaan s ieluruh rakyat yang dib ieri mandat iol ieh rakyat, s iehingga 

m iemiliki wiewienang untuk mielaksanakan hal-hal s iebagaimana t ielah diatur pada Pasal 2 ayat 

(2) UUPA. Hubungan hukum yang dimaksud iol ieh rumusan pasal t iersiebut dit ietapkan d iengan 

siesuatu hak atas tanah s iebagai suatu prioduk yuridis yang m ienimbulkan hak dan k iewajiban bagi 

subyiek hak atas tanah,4 yang dalam hal ini dapat dip ieriol ieh m ielalui kiegiatan piendaftaran tanah.  

Dalam rangka m iemb ierikan jaminan kiepastian hukum k iepada masyarakat atas tanah yang 

dikuasainya, niegara m ielalui Pasal 19 ayat (1) UUPA m iem ierintahkan Kiem ient ierian ATR/BPN 

untuk m ielakukan piendaftaran tanah di s ieluruh wilayah R iepublik Ind ion iesia yang kemudian 

dilaksanakan oleh P ieraturan P iem ierintah Niom ior 24 Tahun 1997 t ientang P iendaftaran Tanah, 

yang m iemiliki k iedudukan strat iegis dan m ienientukan, bukan s iekiedar p ielaksanaan Pasal 19 

UUPA, namun juga tulang punggung yang m iendukung jalannya administrasi p iertanahan 

siebagai salah satu Priogram Catur T iertib P ieranahan dan hukum p iertanahan di Ind ioniesia.5 Hasil 

akhir dari kiegiatan piendaftaran tanah ini ialah s iertipikat yang m ierupakan surat tanda bukti hak 

yang dapat m iemb ieri k iekuatan hukum dalam b ientuk p ierlindungan kiepada p iem iegang hak nya, 

siehingga jaminan kiepastian hukum yang h iendak didapatkan dalam k iegiatan piendaftaran tanah 

dapat t ierwujud.6 

Bagi instansi pemerintah, kepastian hukum merupakan salah satu asas yang digunakan 

dalam melakukan Pengelolaan BMN/BMD, salah satu kegiatannya adalah pengamanan. 

Bentuk pengamanan terhadap BMN/BMD berupa tanah tersebut meliputi pengamanan 

administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.7 Wujud atau bentuk pengamanan 

hukum terhadap BMN/BMD berupa tanah ini dilakukan melalui penerbitan sertipikat hak atas 

tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.8 

Sertipikat hak atas tanah tersebut yang kemudian dapat menjadi alat pembuktian yang kuat 

bahwa tanah tersebut dikuasai secara yuridis oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. 

Makna dari penguasaan secara yuridis ini yaitu penguasaan yang dilandasi oleh hak yang 

memberi kewenangan kepada instansi pemerintah untuk menguasai tanah yang diberikan 

dalam bentuk Hak Pakai dan/atau Hak Pengelolaan.9  

Pengiertian Hak Pakai s iebagaimana diatur pada Pasal 41 ayat (1) UUPA m iengandung arti 

bahwa piemb ierian hak pakai k iepada suatu instansi p iem ierintah adalah b iertujuan agar instansi 

piem ierintah yang biersangkutan dapat m ienggunakan hak yang t ielah dib ierikan kiepadanya s iesuai 

 
3Urip Sa intoso, Hukum Aigra iriai Ka ijiain Kompriehiensif, (Jaikairta i : Kiencainai M iediai Group, 2017), hlm. 10. 
4Muchtair Wa ihid, Miemaiknaii Kiepaistia in Hukum Haik Milik Aita is Tainaih, (Jaikairtai, Riepublikai, 2008), hlm.11. 
5Urip Saintoso, Piendaiftairain dain Piera ilihain Haik A itais Ta inaih, (Jaikairtai : Kiencainai Miediai Group, 2010), hlm.5. 
6Ibid, hlm. 2. 
7Piemierintaih Riepublik Indoniesia, i Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Pasal 42. 
8Ibid, Pasal 43. 
9Hengki Andora, Op.cit, hlm. 119. 
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diengan pieruntukannya, yaitu untuk mienunjang pielaksanaan tugas, p iokiok dan fungsi instansi 

piem ierintah t iersiebut. Kions iep dasar dari kata m ienggunakan pada bunyi Pasal 41 ayat (1) UUPA 

l iebih m ienitikb ieratkan pada suatu k iegiatan s iepierti m iendirikan giedung-giedung p iem ierintahan, 

siem ientara kata m iengambil manfaat b iermakna bahwa hak pakai t iersiebut tidak digunakan untuk 

kiepientingan m iendirikan g iedung-giedung piem ierintahan, m ielainkan kiepientingan lainnya yang 

dapat m ieningkatkan piendapatan asli da ierah s iepierti p iertanian, p ierikanan, p iet iernakan dan 

pierkiebunan. Diengan diemikian, p iemb ierian S iertipikat Hak Pakai k iepada suatu instansi 

piem ierintah iol ieh UUPA s iejatinya dimaksudkan untuk dapat digunakan s iendiri dan 

dimanfaatkan s iecara ioptimal dalam rangka m ienunjang p ielaksanaan tugas-tugas dan fungsi 

instansi p iem ierintahan yang b iersangkutan, sehingga hubungan yang t ierbangun antara instansi 

piem ierintah diengan iobj iek Hak Pakai nya adalah hubungan yang b iersifat kiepierdataan (privatie). 

Selain diatur oleh konstitusi dan UUPA, peruntukan tanah dibawah penguasaan 

pemerintah daerah ini sebenarnya juga telah dijelaskan jauh dari sebelum lahirnya UUPA, yaitu 

melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan 

Tanah-Tanah Negara yang sampai dengan saat ini masih berlaku dan belum dicabut. Peraturan 

pemerintah tersebut pada intinya menentukan bahwa penguasaan atas tanah negara dapat 

diserahkan kepada daerah swatantra untuk menyelenggarakan kepentingan daerahnya dan 

daerah swatantra berkewajiban menyerahkan penguasaan atas tanah negara tersebut apabila 

tanah tersebut tidak dipergunakan lagi untuk melaksanakan atau menyelenggarakan 

kepentingan daerah swatantra yang bersangkutan.  

Dikaji dari sisi Hukum Keuangan Negara, maka b ierbieda diengan hukum p iertanahan yang 

m iemandang tanah dari asp iek yuridis, pada hukum k ieuangan niegara yang t ierlahir s iebagai 

amanat Pasal 23 UUD Tahun 1945 m iemaknai tanah s iebagai suatu barang k iepunyaan dan 

m ienggiol iongkannya kie dalam as iet t ietap, s iehingga tanah m ienurut hukum k ieuangan n iegara 

m ierupakan suatu barang yang dapat dinilai d iengan uang. Lahirnya Undang-Undang N iom ior 1 

Tahun 2004 t ientang P ierb iendaharaan Niegara yang m ierupakan p ienjabaran l iebih lanjut atas 

Undang-Undang Niom ior 7 Tahun 2013 t ientang Kieuangan Niegara pada Pasal 49 ayat (1), yang 

m ienyatakan bahwa barang milik n iegara/daierah yang b ierupa tanah yang dikuasai P iem ierintah 

Pusat/Daierah harus dis iertipikatkan atas nama P iem ierintah R iepublik Ind ioniesia/p iem ierintah 

daierah b iersangkutan semakin mendeskripsikan bahwa tanah bagi instansi p iem ierintah bukan 

hanya dimaksudkan untuk p ielaksanaan tugas dan fungsi instansi p iem ierintah yang 

biersangkutan, m ielainkan s iecara s iedierhana dapat dimaknai bahwa instansi p iem ierintah m iemiliki 

kiedudukan siebagai p iemilik tanah.  

Sisi baik lahirnya k iet ientuan ini tientu dapat m iembawa dampak p iositif bagi piem ierintah 

kariena m ierupakan salah satu b ientuk dari upaya p iem ierintah dalam m ienjaga dan m iengamankan 

asiet tanah yang b ierada dibawah p ienguasaannya. Akan tietapi di sisi lain, k iet ientuan ini juga 

t ielah m ienimbulkan suatu makna b ierbieda, timbul p iemahaman bahwa s ieluruh bidang tanah 

sielama ia bierada di bawah p ienguasaan piem ierintah pusat/daierah harus dis iertipikatkan m ienjadi 

atas nama P iem ierintah R iepublik Ind ioniesia/P iem ierintah Daierah, tanpa adanya p iemisahan atas 

status privatie diomiein dan public diomiein yang m iel iekat pada bidang tanah t iersiebut.  

Kemudian dalam rangka m ielaksanakan kiet ientuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang 

t ientang P ierbiendaharaan N iegara, P iem ierintah Daierah K iota Pariaman m iengieluarkan P ieraturan 

Daierah Kiota Pariaman N iom ior 14 Tahun 2017 t ientang P iengiel iolaan Barang Milik Da ierah dan 

P ieraturan Walik iota Pariaman (P ierwakio) Niom ior 58 Tahun 2019 t ientang P ied ioman Tieknis 

P iengiel iolaan Barang Milik Da ierah. B ierdasarkan pada r iegulasi t iersiebut, instansi p iem ierintah 

baik pusat maupun daierah b ierupaya m iengamankan bidang tanah di wilayahnya masing-masing 

m ielalui suatu priogram p iendaftaran tanah yang dikienal diengan S iertipikasi Barang Milik 

Niegara/Daierah (BMN/BMD), salah satu iobj iek p iendaftarannya adalah tanah-tanah yang 

pienggunaannya s iebagai jalan umum. 

Dilihat dari fungsinya s iebagai p ienunjang k iegiatan iekioniomi dan s iebagai sarana untuk 
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bierlalu lintas yang dapat dinikmati biersama iol ieh masyarakat luas, maka tanah jalan umum 

m ierupakan as iet publik yang p ienguasaannya ada pada n iegara. Undang-Undang N iom ior 2 Tahun 

2022 t ientang P ierubahan K iedua Atas Undang-Undang N iom ior 38 Tahun 2004 tientang Jalan 

m iemp iertiegas hal ini m ielalui Pasal 13 ayat (1) yang m ienyatakan bahwa p ienguasaan atas jalan 

ada pada niegara. Kionsiep m ienguasai yang ada pada n iegara atas tanah jalan umum miemb ieri arti 

bahwa niegara hanya b ierw ienang untuk m ienientukan, m iengatur dan m ienyiel ienggarakan hal-hal 

yang bierkaitan d iengan tanah jalan umum dan bukan untuk m iemilikinya, kar iena hubungan 

hukum yang t ierbientuk antara n iegara d iengan tanah jalan umum s iebagai asiet publik mierupakan 

hubungan yang biersifat publik. Akan t ietapi, diengan dib ierikannya Hak Pakai di atas tanah jalan 

umum tielah mierubah hubungan publik t iersiebut m ienjadi hubungan yang b iersifat k iepierdataan.  

Bagian Umum Aliniea kie VI P ienj ielasan atas Undang-Undang Niom ior 2 Tahun 2022 juga 

m ienyatakan bahwa p ienguasaan jalan iol ieh niegara m iemb ieri wiewienang pada p iem ierintah pusat, 

piem ierintah daierah dan p iem ierintah diesa untuk m ielaksanakan p ienyiel ienggaraan jalan s iesuai 

kiewienangannya d iengan miemp ierhatikan k iebierlangsungan p ielayanan jalan dalam k iesatuan 

sistiem jaringan jalan. P ienyiel ienggaraan jalan t iersiebut m ieliputi piengaturan, p iembinaan, 

piembangunan dan p iengawasan jalan.10 Hadirnya k iet ientuan ini t ielah m iemp ierlihatkan bahwa 

batasan kiewienangan yang dib ierikan niegara kiepada instansi piem ierintah atas tanah jalan umum 

hanya bierupa p ienyiel ienggaraannya saja, dimulai dari p iengaturan sampai d iengan p iengawasan. 

Kiemudian d iengan m iengingat tanah jalan umum t iergiol iong s iebagai tanah yang dikuasai iol ieh 

niegara, maka piendaftaran tanah yang iobj ieknya adalah tanah n iegara hanya cukup dilaksanakan 

sampai kiepada m iembukukan bidang tanah jalan umum t iersiebut k ie dalam daftar tanah. Hal ini 

diengan t iegas diatur pada Pasal 9 ayat (2) P ieraturan P iem ierintah N iom ior 24 Tahun 1997 t ientang 

P iendaftaran Tanah.  

Di Priovinsi Sumatiera Barat khususnya di K iota Pariaman, tanah-tanah yang 

pienggunaannya s iebagai tanah jalan umum didaftarkan m ielalui priogram S iertipikasi 

BMN/BMD hingga sampai pada tahap p ienierbitan S iertipikat Hak Pakai. Tahun 2022, 

P iem ierintah Daierah Kiota Pariaman t ielah miendaftarkan kurang l iebih s iebanyak 65 (ienam puluh 

lima) bidang tanah jalan umum yang tiergiol iong siebagai jalan k iota, siedangkan pada tahun 2023 

juga tielah diajukan pierm iohionan siebanyak 73 (tujuh puluh tiga) bidang.  

B ierdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti dan ditulis dalam bentuk karya 

tulis yang berjudul “P iendaftaran Tanah Jalan Umum S iebagai Asiet Publik Di Kota Pariaman”. 

Penulisan artikel ini bertujuan untuk miengietahui dan menganalisis dasar p iertimbangan 

P iem ierintah Daierah Kiota Pariaman m iendaftarkan jalan umum s iebagai Barang Milik Da ierah, 

m ienganalisis dan mengkaji bagaimana status tanah jalan umum s iebagai as iet publik dalam 

administrasi p iertanahan dan untuk m iengietahui dan menganalisis priosies piendaftaran tanah jalan 

umum s iebagai asiet publik di K iota Pariaman. 

 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan p iendiekatan 

niormatif iempiris dengan lokasi penelitian di Kota Pariaman. Metode penelitian normatif 

empiris ini mengkaji implementasi dari ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum 

yang terjadi di masyarakat. B iernard Ari ief Sidharta yang m ienyatakan bahwa “m iet iodie ilmu 

hukum pada dasarnya adalah m iet iodie p ienielitian hukum n iormatif, khususnya m iet iodie 

int ierprietasi dan k ionstruksi hukum, namun dalam p iengiembangannya s iehubungan d iengan 

tujuannya s iendiri siecara dial iektikal (akan harus mampu) m iengakiom iodir prioduk dan cara k ierja 

m iet iodie pienielitian ilmu-ilmu s iosial yang biersifat iempiris-dieskriptif”11  

 
10Riepublik Indon iesiai, Undaing-Undaing Nomor 2 Taihun 2022 t ienta ing Pierubaihain Kieduai A itais Undaing-Undaing 

Nomor 38 Ta ihun 2004 tientaing Jailain, Liembairain N iegairai Taihun 2022 Nomor 12,  Paisail 1 aiyait 3. 
11Biernaird Airiief Sidhairtai,  Ilmu Hukum Indon iesiai, (Baindung, Unpa ir Priess, 2017),  hlm.76. 

https://dinastirev.org/JEMSI


https://review-unes.com/,                                                                                          Vol. 6, No. 1, September 2023  

 

1867 | P a g e  

B ierangkat dari p iemikiran B iernard A Sidharta tersebut, maka untuk menjawab rumusan 

masalah piertama dan k ietiga pada p ienielitian ini akan dijawab d iengan m ienggunakan m iet iodie 

pienielitian hukum iempiris, siem ientara untuk rumusan masalah k iedua akan dijawab d iengan 

pienielitian hukum niormatif. Adapun sifat pienielitian yang digunakan yaitu dieskriptif kualitatif, 

artinya priosiedur p ienielitian m ienghasilkan data d ieskripsif b ierupa kata-kata t iertulis atau lisan 

dari iorang-iorang dan p ierilaku yang dapat diamati.12 Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara dan studi dokumen, dengan analisis data berupa analisis 

kualitatif, yaitu analisis terhadap data-data yang diperoleh untuk menghasilkan data yang 

tersusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan 

hasil penelitian penulis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dasar Piertimbangan Piemierintah Daierah Kota Pariaman Miendaftarkan Tanah Jalan 

iUmium Siebagai Barang Milik Da ierah (BMD) 

R ium iusan Pasal 33 ayat (3) iUndang-iUndang Dasar N iegara R iepiublik Indon iesia Tahiun 

1945 yang b ierbiunyi biumi, air dan k iekayaan alam yang t ierkandiung di dalamnya dik iuasai ol ieh 

niegara s ierta dig iunakan iunt iuk s iebiesar-biesar kiemakm iuran rakyat s iejatinya m ieriupakan s iuat iu 

kiebijakan paling m iendasar di bidang p iertanahan. P iemb ient iukannya m iengaciu pada kons iep dasar 

bahwa biumi, air dan k iekayaan alam yang t ierkand iung di dalamnya m ieriupakan hak-hak 

masyarakat hukum adat yang b ierasal dari kar iunia T iuhan Yang Maha iEsa dan sudah ada jauh 

sebelum Indonesia merdeka, p iengiuasaannya dit iugaskan k iepada n iegara iunt iuk digiunakan bagi 

siebiesar-biesarnya kiemakm iuran rakyat. P iengiuasaan ol ieh niegara t iersiebiut m iemb ieri k iewienangan 

pada niegara iunt iuk m iengat iur biebierapa hal sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat (2) UUPA. 

Kiewienangan n iegara di atas adalah k iewienangan yang b iersifat piublik, yait iu wiewienang 

iunt iuk miengat iur (wiewienang r iegiulasi), biukan wiewienang iunt iuk m iengiuasai tanah s iecara fisik 

dan m ienggiunakan tanahnya s iebagaimana wiew ienang p iem iegang hak atas tanah yang b iersifat 

pribadi. 13 Pielaksanaan dari w iewienang niegara ini k iem iudian dapat dik iuasakan k iepada daierah-

daierah swatantra dan masyarakat-masyarakat h iuk ium adat s iekiedar dip ierliukan dan tidak 

biertientangan d iengan k iepientingan nasional, m ieniuriut kiet ient iuan-kiet ient iuan pierat iuran 

piem ierintah,14 dalam bient iuk miediebiewind ataiu dik ienal d iengan t iugas piembantiuan. Pasal 1 angka 

11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa 

tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau 

dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.  

Tanah m ieriupakan salah sat iu bient iuk kiekayaan nasional yang p iengiuasaannya dapat 

dilimpahkan k iepada piem ierintah daierah. P iemb ierian p iengiuasaan tanah ol ieh n iegara k iepada 

piem ierintah daierah ini t ierbiuka kiem iungkinannya dalam b ient iuk hak atas tanah ata iu dib ierikan 

dalam piengielolaan bagi k iepierliuan piem ierintah daierah s iebagai wiuj iud pielaksanaan Pasal 2 ayat 

(4) iUiUPA.15 Tanah-tanah yang digunakan bagi keperluan pemerintah daerah ini lah dikenal 

dengan sebutan tanah pemerintah dan bukan lagi disebut sebagai tanah negara. Boedi Harsono 

berpandangan bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh suatu departemen atau daerah swatantra 

merupakan tanah-tanah yang dikuasai instansi yang bersangkutan dengan hak pengelolaan atau 

 
12Mairgono, Mietodie Pienielitiain P iendidikain, (Jaikairtai, Riniekai Ciptai, 1997), hlm. 36. 
13Muhaimmaid Baikri, Haik Mienguaisa ii Tainaih Olieh Niegairai (Paira idigmai Bairu Untuk Rieforma i A igrairiai), (Mailaing, 

Univ iersitais Braiwijaiyai, 2011), hlm. 4. 
14Undaing-Undaing Nomor 5 Taihun 1960 t ientaing Pieraiturain Da isair Pokok-Pokok Aigrairiai, Loc.cit. 
15Hiengki Aindorai, Op.cit, hlm. 173. 
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hak pakai, bukan merupakan tanah negara lagi.16 Sementara menurut Maria S.W. Sumardjono, 

tanah pemerintah tidak serta merta masuk dalam pengertian tanah negara, walaupun tanah 

tersebut merupakan aset kekayaan negara, karena tanah-tanah negara yang dikuasai oleh suatu 

instansi pemerintah yang dipergunakan sesuai dengan tugas masing-masing diberikan dengan 

hak pengelolaan dan hak pakai.17  

Dalam Hiukium K ieiuangan Niegara, tanah-tanah yang b ierada di bawah p iengiuasaan 

piem ierintah daierah dikatakan s iebagai harta k iekayaan daierah dan dik ienal d iengan s iebiutan 

Barang Milik Daierah atau disingkat dengan BMD . S iecara ium ium kons iep dasar barang milik 

daierah dapat dimaknai s iebagai barang k iepiunyaan daierah, artinya hanya daierah yang b ierhak 

atas barang yang dimilikinya t iersiebiut. Konsiep kiepiemilikan yang m iel iekat pada tanah s iebagai 

barang milik daierah dalam iUndang-iUndang Kieiuangan Niegara ini m iemb ieri makna bahwa 

siel iuriuh tanah yang b ierada dibawah p iengiuasaan p iem ierintah daierah m ieriupakan k iepiunyaan 

piem ierintah daierah b iersangk iutan. Hiukium Kieiuangan N iegara m iemandang tanah jalan ium ium 

j iuga s iebagai barang milik da ierah, m ieskip iun dalam kienyataannya tanah jalan ium ium tiersiebiut 

tidak dip iergiunakan s iebagai p ielaksanaan t iugas pokok dan f iungsi p iem ierintah daierah. Nam iun, 

kariena tanah jalan umum t ielah dianggap siebagai suatu b ienda kiepiunyaan yang t ierlahir siebagai 

akibat adanya piengorbanan yang dilak iukan ol ieh piem ierintah daierah m ielaliui pieng iel iuaran biaya-

biaya yang dib iebankan pada APBD,18 maka tanah jalan ium ium tiuriut digolongkan s iebagai 

barang milik daierah dan didaftarkan s iebagai Hak Pakai atas nama P iem ierintah Daierah. Di 

dalam Pasal 49 ayat (3) iUndang-iUndang Nomor 1 Tah iun 2004 t ientang P ierbiendaharaan N iegara 

sudah diengan sangat j ielas mengatur bahwa tanah dan bang iunan milik n iegara/da ierah yang tidak 

dimanfaatkan iunt iuk kiep ientingan p ienyiel ienggaraan t iugas pokok dan fiungsi instansi yang 

biersangkiutan, wajib dis ierahkan p iemanfaatannya k iepada M ient ieri 

Kieiuangan/g iubierniur/biupati/walikota iuntiuk kiepientingan  p ienyiel ienggaraan t iugas p iem ierintahan 

niegara/daierah, artinya tanah-tanah yang dik iuasai P iem ierintah P iusat/Daierah yang har ius 

dis iertipikatkan atas nama P iem ierintah R iepiublik Indonesia/p iem ierintah daierah s iebagaimana 

dimaks iud ol ieh Pasal 49 ayat (1) iUndang iUndang Pierbiendaharaan Niegara, dibatasi hanya 

t ierhadap tanah-tanah yang dimanfaatkan iunt iuk kiepientingan p ienyiel ienggaraan t iugas pokok dan 

fiungsi instansi yang b iersangk iutan s iepierti misalnya untuk pembangunan g iediung kantor 

piem ierintah atau sekolah.     

Mieniuriut t ieori kiep iunyaan n iegara yang dik iem iukakan ol ieh J.B.V Proiudhon, s ieorang 

sarjana bierkiebangsaan P ierancis yang dik iutip dari pierkataan iE. iUtriecht dan Philipius M. Hadjon 

dalam biukiu Hiengki Andora, harta k iekayaan k iepiunyaan n iegara dib iedakan m ienjadi 2 (diua) 

kielompok, yait iu harta k iekayaan yang m ienjadi kiep iunyaan privat (domainie priv ie) dan harta 

kiekayaan yang m ienjadi k iepiunyaan piublik (domain ie piublic). Pada harta k iekayaan yang 

m ienjadi kiepiunyaan privat (domainie privie), kedudukan yang dimilikinya hampir sama diengan 

barang milik pribadi yang hanya dapat digunakan untuk k iepientingan s iendiri dan b iukan iunt iuk 

kiepientingan ium ium, sehingga jika pihak lain ingin memanfaatkannya harus seizin pihak yang 

memilikinya, s iepierti riumah dinas dan mobil dinas p iegawai n iegieri sipil. Terhadap harta 

kekayaan kepunyaan privat ini, p iengat iurannya b ierpiedoman pada h iukium pierdata. Selanjutnya 

pada domain ie public, kedudukan dan sifatnya tidak dipakai iunt iuk k iepientingan s iendiri, 

m ielainkan dapat dimanfaatkan dan ata iu dig iunakan s iecara t ierbiuka ol ieh masyarakat l iuas, salah 

satu contoh adalah tanah jalan ium ium, s iehingga p iengat iurannya tidak t iundiuk pada h iukium 

pierdata mielainkan diatiur s iecara khiusius dalam pierat iuran hiukium t iersiendiri. 19  

 
16Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan 

Pelaksanaannya, (Jakarta, Penerbit Djambatan, 2005), hlm. 279.. 
17Maria S.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta, Kompas, 2005), 

hlm. 62. 
18Hiengki Aindorai, Op.cit, hlm 42. 
19Hiengki Aindorai, Op.cit, hlm 61. 
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Proiudhon dalam b iukiu Hiengki Andora j iuga m ienyatakan bahwa ol ieh kar iena p ierat iuran-

pierat iuran m iengienai kiepiunyaan p ierdata biasa tidak b ierlakiu bagi b ienda-bienda yang t iermasiuk 

kiepiunyaan piublik, maka p iem ierintah biukan ieig ienaar bienda-bienda yang t iermas iuk kiepiunyaan 

piublik.20 Artinya, piem ierintah m ieriupakan badan p ieng iuasa yang hanya m iemiliki hak m iengiuasai 

t ierhadap b ienda-bienda k iep iunyaan piublik t iersiebiut, s iebagaimana yang juga dinyatakan dalam 

P ienj ielasan iUm ium angka II/2 iUndang-iUndang Pokok Agraria bahwa iUiUPA b ierpangkal pada 

piendirian, bahwa iunt iuk m iencapai apa yang dit ient iukan dalam Pasal 33 ayat (3) iUiUD RI 1945 

tidak p ierliu dan tidak pada t iempatnya, bahwa bangsa Indon iesia ataiupiun Niegara b iertindak 

siebagai piemilik tanah, adalah l iebih tiepat jika niegara s iebagai organisasi kiekiuasaan dari s iel iuriuh 

rakyat (bangsa) biertindak sielakiu badan piengiuasa.21 

Diengan diemikian, k iebijakan im iendaftarkan tanah jalan ium ium yang m ieriupakan as iet 

piublik dan bierada pada p iengiuasaan n iegara ol ieh P iem ierintah Daierah Kota Pariaman sampai 

diengan pienierbitan S iertipikat Hak Pakai t ient iunya harius didasari d iengan s iuatu k iebijakan yang 

dis iertai d iengan alasan yang dapat dip iertanggiungjawabkan s ierta t iuj iuan dan at iuran yang j ielas.  

B ierdasarkan hasil wawancara p ieniulis d iengan Bapak Aldi Riswanto s ielakiu Kiepala 

Bidang Asiet BPKPD Kota Pariaman, k iebijakan p iensiertipikatan tanah jalan ium ium di Kota 

Pariaman b ierpiedoman k iepada Perda Kota Pariaman Nomor 14 Tah iun 2017 t ientang 

P iengielolaan BMD dan P ierat iuran Walikota Pariaman Nomor 58 Tah iun 2019 t ientang P iedoman 

Tieknis P iengielolaan BMD22. Jika mieriuj iuk pada dasar h iukium dib ient iuknya at iuran-at iuran yang 

m ienjadi dasar p iertimbangan p iensiertipikatan tanah jalan ium ium ol ieh P iem ierintah Daierah Kota 

Pariaman t iersiebiut, maka dapat dilihat bahwa yang m iendasari lahirnya peraturan tersebut 

adalah iUndang-iUndang Nomor 17 Tah iun 2003 t ientang Kieiuangan Niegara Pasal 9 h iuriuf f, 

iUndang-iUndang Nomor 1 Tah iun 2004 t ientang P ierbiendaharaan Niegara pada Pasal 49 ayat (1), 

iUndang-iUndang Nomor 23 Tah iun 2014 t ientang P iem ierintah Daierah s iebagaimana t ielah diriubah 

biebierapa kali, t ierakhir d iengan iUndang-iUndang Nomor 11 Tah iun 2020 t ientang Cipta K ierja, 

iUndang-iUndang Nomor 11 Tah iun 2020 t ientang Cipta K ierja, P ierat iuran P iem ierintah Nomor 27 

Tahiun 2014 t ientang P ieng ielolaan BMN/D Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1), s iebagaimana t ielah 

di iubah diengan P ierat iuran P iem ierintah Nomor 28 Tah iun 2020 tientang P ieriubahan Atas P ierat iuran 

P iem ierintah Nomor 27 Tah iun 2014 t ientang P iengielolaan BMN/D dan P ierat iuran M ient ieri Dalam 

Niegieri Nomor 19 Tahiun 2016 t ientang P iedoman P ieng ielolaan BMD. 

Perintah pensertipikatan tanah aset pemerintah daerah ini juga didasari oleh UU Nomor 

19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 6 huruf a, b dan c. Namun, ide untuk 

melakukan pensertipikatan tanah jalan umum lahir karena adanya Instruksi dari KPK yang 

pada intinya memerintahkan agar seluruh proses sertipikasi aset barang milik daerah dapat 

segera diselesaikan. Akan tetapi, baik berdasarkan Undang-Undang KPK maupun Instruksi 

KPK tersebut ternyata juga tidak ditemui perintah khusus mengenai kewajiban bagi pemerintah 

daerah untuk mensertipikatkan objek tanah jalan umum.  

Menurut Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah, proses pembuatan suatu peraturan kepala daerah ditetapkan oleh 

Kepala Daerah dengan berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Artinya, Peraturan Daerah Kota Pariaman 

Nomor 14 Tah iun 2017 t ientang P iengielolaan BMD dan P ierat iuran Walikota Pariaman Nomor 58 

Tahiun 2019 t ientang P iedoman T ieknis P iengielolaan BMD harus mengacu pada kaidah hukum 

 
20Ibid., hlm. 62. 
21M. Airbai, Hukum Taitai Ruaing Da in Taitai Gunai Tainaih : Prinsip-Prinsip Hukum P ieriencainaia in Pienaitaiain Ruaing 

dain Pienaitaigunaiain Tainaih, (Jaikairtai, Sinair Graifikai, 2017), hlm.35. 
22Berdasarkan hasil waiwaincairai dengan Bapak Aldi Riswanto, Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan 

dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman paidai tainggail 28 Juli 2023.  
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yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundangan-Undangan pada Pasal 7 ayat (1) yang mengatur mengenai jenis dan 

hierarki peraturan perundang-undangan. 

Namun, oleh karena Instruksi KPK bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-

undangan dan di dalamnya juga tidak dimuat secara khusus perintah untuk mendaftarkan tanah 

jalan umum sampai dengan terbit hak pakai, maka dengan demikian Instruksi KPK tersebut 

tidak dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan sertipikasi tanah jalan umum. Pada Bab 

VII iUndang-iUndang P ierb iendaharaan Niegara yang m iengat iur m iengienai P iengielolaan BMN/D, 

dim iulai dari Pasal 42 sampai Pasal 49 hanya m ien iekankan m iengienai barang milik n iegara 

bieriupa as iet tanah dan bang iunan yang dapat dimanfaatkan iuntiuk kiepientingan 

pienyiel ienggaraan t iugas pokok dan fiungsi instansi yang b iersangkiutan saja, artinya hanya s iebatas 

m iengat iur miengienai b ienda-bienda yang dipakai s iendiri dan b iukan iunt iuk kiepientingan ium ium.  

Sementara itu terhadap ruas-ruas tanah jalan ium ium di Kota Pariaman yang menjadi objek 

pendaftaran tanah pada penelitian ini mengacu pada Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 

457/600/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai 

Jalan Kota Di Kota Pariaman.23 iAdapun terhadap riuas tanah jalan ium ium yang dimohon iunt iuk 

dis iertipikatan ol ieh P iem ierintah Daierah Kota Pariaman hanya b ierfokius pada tanah-tanah jalan 

kota. Lebih kiurang s iebanyak 293 bidang tanah jalan kota yang ada di Kota Pariaman, nam iun 

dari j iumlah t iersiebiut, s iebanyak 48 bidang s iudah biersiertipikat d iengan total l iuas 218.543 m2. 

Jiumlah t iersiebiut m ieriupakan hasil dari program S iertipikasi BMD yang dimiulai pada tahiun 2021 

sampai diengan tahiun 2023. Siedangkan iunt iuk tanah jalan ium ium yang b iel ium dis iertipikat 

siebanyak 250 (d iua rat ius lima p iul iuh) bidang diengan total l iuas 1.089.664,50 m2. 

 

Statius Tanah Jalan iUmium Siebagai As iet Piublik Dalam Administrasi Piertanahan 

Tanah jalan ium ium dapat diartikan s iebagai tanah yang dip iergiunakan iunt iuk aks ies jalan 

bagi kiepientingan ium ium. Pasal 1 angka 10 iUndang-iUndang Nomor 2 Tah iun 2022 t ientang Jalan 

m iemaknai jalan ium ium s iebagai jalan yang dip ieriunt iukkan bagi lal iu lintas ium ium, yang 

kiem iudian m iengielompokannya m ieniuriut sist iem, fiungsi, statius dan k ielas. M ien iuriut stat iusnya, 

jalan ium ium t ierdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kab iupat ien, jalan kota dan jalan d iesa. 

Tanah jalan ium ium yang m ienjadi kiewienangan bagi Piem ierintah Daierah Kota Pariaman hanya 

t ierbatas pada tanah jalan ium ium bierdasarkan stat iusnya, yait iu bieriupa tanah jalan kota. Pasal 9 

angka 9 iUndang-iUndang Jalan m ienyiebiutkan bahwa jalan kota m ielipiuti jalan ium ium dalam 

sistiem jaringan jalan s iek iundier yang m ienghiubiungkan antar p iusat pielayanan dalam kota, piusat 

pielayanan d iengan p iersil, antar p iersil, antar p iusat piermiukiman yang b ierada di dalam kota dan 

jalan poros diesa dalam wilayah kota. Jalan kota miemiliki fiungsi siebagai prasarana transportasi 

yang dapat m ieningkatkan p ieriekonomian masyarakat. Sifat-sifat ium ium yang dimiliki tanah 

jalan kota tiersiebiut m iengantarkannya pada p ieran yang sangat pienting dalam m iewiuj iudkan 

piembangiunan nasional, s iehingga dapat disimp iulkan bahwa tanah jalan kota di Kota Pariaman 

yang m ieriupakan bagian dari jalan ium ium t iergolong s iebagai asiet p iublik. 

S iecara ium ium asiet dapat dianggap s iebagai s iuat iu barang. M ieniuriut KBBI, as iet m ieriupakan 

modal, kiekayaan ataiu s ies iuat iu yang m iemp iunyai nilai t iukar.24  P iengiertian as iet pada h iukium di 

Indoniesia diatiur ol ieh Kitab iUndang-iUndang Hiuk ium P ierdata pada b iukiu K iediua t ientang 

Kiebiendaan yang m ienyatakan bahwa barang adalah tiap b ienda dan tiap hak yang dapat m ienjadi 

obj iek dari hak milik.25 Kons iepsi hak mieniuriut KiUHP ier m iemb ierikan hak k iepiemilikan s iecara 

m iutlak k iepada piem iegang hak atas s iesiuat iu bienda, s iehingga dapat dip iertahankan t ierhadap 

siapapiun j iuga yang m ienginginkan b ienda t iersiebiut. Akan t ietapi, diengan bierlak iunya iUiUPA, 

maka B iukiu Kiediua Kitab iUndang-iUndang Hiukium P ierdata dicab iut s iepanjang m iengienai b iumi, 

 
23Ibid.  
24https://kbbi.kiemdikbud.go.id/ ientri/aisiet, diaiksies 30 Juli 2023, pukul 15.30 WIB. 
25Kitaib Undaing-Undaing Hukum P ierdaitai (KUHPier), Buku Kieduai, Baib I, Paisail 499.   
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air s ierta kiekayaan alam yang t ierkandiung di dalamnya k ieciuali k iet ient iuan-kiet ient iuan m iengienai 

hipot iek yang masih bierlak iu pada saat b ierlakiunya iUiUPA t iersiebiut. Artinya hanya b ienda-b ienda 

biergierak lah yang diat iur ol ieh KiUHP ier, s iem ientara iunt iuk bienda-bienda tidak b iergierak s iepierti 

tanah dapat dib ierikan hak-hak kiebiendaan s iebagaimana yang diat iur ol ieh Pasal 16 iUiUPA. 

Konsiep hak k iebiendaan yang dik ienal ol ieh iUiUPA piun b ierbieda d iengan kons iep yang dib ierikan 

ol ieh KiUHP ier, pada iUiUPA dik ienal hak kiebiendaan b ieriupa hak m iengiuasai niegara s iebagai sat iu-

sat iunya hak kiebiendaan yang dib ierikan ol ieh Konstit iusi.  

S ielain kons iep as iet ata iu barang s iebagaimana dij ielaskan di atas, dik ienal j iuga j ienis as iet 

ataiu barang yang t ierdiri dari as iet ataiu barang privat dan as iet ataiu barang piublik. Karakt ieristik 

yang harius dimiliki ol ieh as iet piublik antara lain m iemp iunyai hak k iep iemilikan b iersama, tidak 

t ierdapat piersaingan dalam m iemp ieroliehnya, tidak ada k iet ient iuan t iertient iu siepihak ata iu larangan 

dalam m ienggiunakannya, tidak pierliu m iengiel iuarkan biaya tambahan dan k iet iersiediannya 

m ielimpah tanpa m ienghilangan k iesiempatan pienggiuna lain.26 Dikiem iukakan ol ieh Kasp ier dan 

Strieit dalam b iukiu Hiengki Andora bahwa b ienda-b ienda yang tidak t iermasiuk k ie dalam privat ie 

propierty adalah: 

1. Frieie Good, ialah b ienda yang b iel ium ada sat iu p iun pihak yang m iengklaim siebagai hak 

miliknya dan k iet iersiediannya m ielimpah riuah/tidak langka, misalnya iudara 

2. Piurie Piublic Goods, pada piurie piublic goods ini dip ierliukan s iej iumlah biaya dalam 

pieroliehannya, s iepierti lamp iu pienierangan jalan.  

3. Common Propierty, t ierdiri dari : 

a. Cl iub Goods, karkt ieristiknya ialah bahwa hanya anggota k ielompok saja yang 

dip ierkienankan iunt iuk m iengaks ies dan m ienikmati b ienda yang dik iuasai ol ieh k ielompoknya, 

siedangkan orang lain yang b iukan kielompok tidak dapat m ienikmatinya.  

b. Piublic domiein prop ierty, pienyiediaannya bisa saja dilak iukan ol ieh s iektor swasta ar iena 

piem ierintah m iemiliki k iet ierbatasan dalam pieny iediaan dan piengalokasian anggarannya.  

c. Socialis ied prop ierty. Fasilitas socialisied prop ierty dis iediakan ol ieh piem ierintah. B ienda 

yang m ienjadi socialis ied propierty ini pada prinsipnya m ieriupakan piublic prop ierty, praktik 

pienierapannya dapat dij iumpai pada layanan k ies iehatan di riumah sakit piem ierintah.27 

Tanah jalan ium ium dikategorikan s iebagai piublic dom iein m iengingat p ieriunt iukannya yang 

dapat dimanfaatkan ol ieh masyarakat l iuas. P iengiuasaannya ol ieh iundang-iundang j iuga t ielah 

diatiur diengan t iegas bierada pada n iegara,28 siehingga p iengat iurannya tidak t iund iuk pada h iukium 

pierdata. Namun pada praktiknya saat ini, p iemb ierian S iertipikat Hak Pakai atas nama suatu 

instansi pemerintah yang dalam hal ini P iem ierintah Daierah Kota Pariaman di atas tanah jalan 

ium ium t ielah m iemb ierikan hak k iepierdataan k iepada P iem ierintah Daierah Kota Pariaman, artinya 

Pemerintah Daerah Kota Pariaman mempunyai hak k iepiemilikan m iutlak sebagai p iem iegang hak 

atas tanah, s iehingga masyarakat s ielakiu p iemilik tanah jalan ium ium s iesiungg iuhnya dapat 

dik ieciualikan bierdasarkan Siertipikat Hak Pakai t iersieb iut. Kaspier dan Strieit dalam B iukiu Hiengki 

Andora memberikan pandangan m iengienai kons iep hak iunt iuk m iengieciualikan ini ata iu dik ienal 

diengan iexcl iudability, yang m ieriupakan kons iep dasar dalam m iengielompokkan b ient iuk-bient iuk 

kiepiemilikan atas b ienda.29 Mieniuriut Kasp ier dan Str ieit, bilamana s iesieorang piunya hak milik, 

maka orang yang b iersangk iutan m iemiliki hak iunt iuk m iengieciualikan orang lain dari p ienggiunaan 

bienda yang m ienjadi asietnya s ierta siekaligius ia bierhak m ienggiunakan, m ienyiewakan dan bahkan 

m ienj iualnya pada pihak lain.30 Ol ieh kariena it iu, piengat iuran t ierhadap tanah sangat dib iut iuhkan. 

Administrasi piertanahan m iem iegang pieranan sangat p ienting dalam hal ini, kariena di dalamnya 

 
26https://hailoiedukaisi.com/bairaing-publik, diaiksies paidai tainggail 6 Aigustus 2023. 
27Hiengki Aindorai, Op.cit, hlm 53-55. 
28Undaing-Undaing Nomor 2 Taihun 2022 t ientaing Jailain, Loc.cit.  
29Hiengki Aindorai, Op.cit., hlm. 51. 
30Ibid.  
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dibahas m iengienai pienatag iunaan tanah, p ienataan p iengiuasaan tanah, p iengiuriusan hak tanah, 

piengiukiuran dan piendaftaran tanah.  

P iengat iuran m iengienai p iendaftaran tanah yang diat iur ol ieh Pierat iuran P iem ierintah Nomor 

24 Tahiun 1997 t ientang P iendaftaran Tanah m iemiliki kiediudiukan strat iegis dan m ienient iukan, 

biukan s iekiedar p ielaksanaan Pasal 19 iUiUPA, nam iun j iuga t iulang piunggiung yang m iendiukiung 

jalannya administrasi p iertanahan s iebagai salah sat iu Program Cat iur Tiertib Pieranahan dan 

hiukium piertanahan di Indon iesia.31 Salah sat iu t iuj iuan P iendaftaran Tanah yang diat iur dalam 

P ierat iuran P iem ierintah Nomor 24 Tah iun 1997 ini adalah iunt iuk t iertib administrasi p iertanahan. 

Riusmadi Miurad bierpiendapat bahwa administrasi p iertanahan m ieriupakan s iuatiu iusaha 

dan manajiem ien yang b ierkaitan diengan pienyielienggaraan kiebijaksanaan p iem ierintah di 

bidang piertanahan diengan m iengierahkan s iumbier daya iuntiuk m iencapai t iujiuan s ies iuai 

diengan kietientiuan pieriundang-iundangan yang b ierlakiu.32  Di dalam administrasi p iertanahan 

ada 4 asp iek yang harius dip ierhatikan, yait iu P ienatag iunaan Tanah, P ienataan p ieng iuasaan tanah, 

P iengiuriusan hak tanah, P iengiukiuran dan piendaftaran tanah. 

P ienyiel ienggaran administrasi p iertanahan dalam hal p ienierbitan s iertipikat hak atas tanah 

bieriupa Hak Pakai t ierliebih dah iul iu harius m ielal iui b iebierapa prosiediur ataiu langkah-langkah 

administrasi siebagai dasar p iertimbangan dit ierbitkannya s iertipikat hak pakai t iersiebiut, yang 

m ielipiuti Piem ieriksaan Lapang Panitia A d iengan prodiuk bieriupa dokium ien B ierita Acara 

P iem ieriksaan Lapang, P iem ieriksaan Tanah Panitia A d iengan prodiuk bieriupa dok ium ien Risalah 

Panitia P iem ieriksaan Tanah A dan p ienierbitan S iurat Kiepiut iusan P iembierian Hak Pakai. 

B ierdasarkan k ietiga dok ium ien administrasi t iersiebiut, stat ius tanah jalan ium ium yang dimohon 

oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman b ierasal dari tanah n iegara. P ieriubahan stat ius tanah 

niegara m ienjadi hak pakai atas nama Pemerintah Daerah Kota Pariaman t ierjadi pada saat 

piermohonan tersebut dapat dip iertimbangkan iunt iuk dibierikan Hak Pakai diengan alasan bahwa 

piermohonan piemohon t ielah m iem ieniuhi syarat t ieknis, y iuridis dan administratif. 

P ierat iuran M ient ieri ATR/Kiepala BPN Nomor 3 Tah iun yang t ierlahir iunt iuk m iendiukiung 

t ierwiuj iudnya t iuj iuan-t iuj iuan p iendaftaran tanah dan m ieriupakan salah sat iu dasar h iukium yang 

dig iunakan dalam m ienierbitkan Hak Pakai m iengat iur m iengienai P ienyiel ienggaraan Tata iUsaha 

P iendaftaran Tanah, pada Pasal 151 ayat (2) dinyatakan bahwa stat ius bidang tanah dit iulis 

diengan m ienggiunakan kod ie : Tanah Negara (TN), Hak Pengelolaan (PL), Hak Milik (M), Hak 

Guna Bangunan (B), Hak Guna Usaha (U), Hak Pakai (P) dan Tanah Wakaf (W). Untuk stat ius 

tanah jalan ium ium dalam administrasi piertanahan pada m iulanya adalah m ieriupakan tanah 

niegara. Nam iun, atas dasar p iencatatan pada KIB A ol ieh P iem ierintah Daierah Kota Pariaman, 

maka Kantor P iertanahan Kota Pariaman m ienierima tanah jalan ium ium t iersieb iut s iebagai as iet 

tanah P iem ierintah Daierah Kota Pariaman dan m ienggolongkan stat iusnya kie dalam Hak Pakai 

(P). 

 

Prosies Piendaftaran Tanah Jalan iUmium Siebagai As iet Piublik di Kota Pariaman 

Hiukium m iemiliki p ieran yang sangat b iesar dalam k iehid iupan biermasyarakat kar iena di 

dalamnya t ierdapat p ierat iuran-pierat iuran yang biersifat m iemaksa iunt iuk m iengat iur tingkah lakiu 

maniusia, s iehingga m ienjadikan k iehid iupan b iermasyarakat m ienjadi l iebih aman dan t iertib. 

Kiepastian hiukium m ieriupakan salah sat iu iunsiur pienting yang t ierkandiung dan harius ada di dalam 

hiukium it iu s iendiri, s iebab d iengan adanya k iepastian h iukium, maka hak-hak masyarakat dapat 

t ierlindiungi. Di bidang piertanahan, b ient iuk kiepastian h iukium yang dibierikan ol ieh n iegara kiepada 

rakyatnya ialah m ielaliui k iegiatan piendaftaran tanah yang merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) 

iUiUPA. Hasil akhir dari k iegiatan piendaftaran tanah ialah s iurat tanda b iukti hak ata iu dik ienal 

diengan s iertipikat yang dapat m iemb ieri kiekiuatan h iukium dalam b ient iuk pierlind iungan kiepada 

 
31Urip Saintoso, Loc.cit. 
32https://www.aicaidiemiai.iedu/12301506/Aidministraisi_Piertainaihain, diaiksies 15 Miei 2023, pukul 09.00 WIB 
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piem iegang hak nya, s iehingga jaminan k iepastian h iukium yang diharapkan dalam k iegiatan 

piendaftaran tanah ini baik b ieriupa k iepastian stat ius hak, s iubj iek hak maiupiun obj iek hak yang 

didaftarkan dapat t ierwiuj iud.  

S iem iula t iuj iuan dis iel ienggarakannya k iegiatan p iendaftaran tanah ol ieh iUiUPA adalah hanya 

iunt iuk m iemb ierikan jaminan k iepastian h iukium kiepada p iem iegang hak atas tanah m ielal iui s iertipikat hak 

atas tanah yang dit ierbitkan, s iehingga apabila dik iem iudian hari timbiul piermasalahan, s iertipikat 

hak atas tanah t iersiebiut dapat m ienjadi alat b iukti yang k iuat iunt iuk miemb iuktikan bahwa 

piem iegang s iertipikat adalah p iemilik tanah yang tiercant ium dalam siertipikat. Kiem iudian diengan 

hadirnya P ierat iuran P iem ierintah Nomor 24 Tah iun 1997 tientang P iendaftaran Tanah, t iuj iuan 

piendaftaran tanah m ienjadi l iebih l iuas, tidak hanya s iekiedar iunt iuk m iemb ierikan jaminan 

kiepastian h iukium, nam iun jiuga iunt iuk m iemb ierikan p ierlindiungan kiepada piem iegang hak atas 

tanah s ierta s iebagai informasi bagi pihak-pihak yang b ierkiepientingan dan iunt iuk 

t iersiel ienggaranya t iertib administrasi p iertanahan.  

iUntiuk t ierwiuj iudnya k iepastian h iukium dalam pros ies piendaftaran tanah ini dip ierliukan 

siuat iu at iuran hiukium yang j ielas. Bo iedi Harsono m ienyiebiutkan bahwa p iemb ierian jaminan 

kiepastian h iukium di bidang p iertanahan m iem ierliukan p ierangkat h iukium tiertiulis yang liengkap 

dan j ielas dan dilaksanakan s iecara konsist ien s ierta p iendaftaran tanah yang iefiektif.33 Pierangkat 

hiukium t iertiulis yang m ieriupakan dasar h iukium P iendaftaran Tanah di Indon iesia m iengaciu pada 

kiet ient iuan pieriundang-iundangan s iebagai b ierikiut : 

1. iUndang-iUndang Dasar Tah iun 1945 Pasal 33 ayat (3); 

2. iUndang-iUndang Nomor 5 Tahiun 1960 t ientang Prat iuran Dasar Pokok-Pokok Agraria; 

3. P ierat iuran P iem ierintah Nomor 24 Tah iun 1997 t ientang P iendaftaran Tanah Pasal; 

4. P ieraturan P iem ierintah N iom ior 27 Tahun 2014 tientang P iengiel iolaan Barang Milik 

Niegara/Daierah, s iebagaimana t ielah diubah d iengan P ieraturan P iem ierintah Niom ior 28 Tahun 

2020 t ientang P ierubahan Atas P ieraturan P iem ierintah Niom ior 27 Tahun 2014 t ientang 

P iengiel iolaan Barang Milik N iegara/Daierah; 

5. P ieraturan P iem ierintah Nm ior 28 Tahun 2020 tientang Pierubahan Atas P ieraturan P iem ierintah 

Niom ior 27 Tahun 2014 t ientang P iengiel iolaan Barang Milik N iegara/Daierah; 

6. P ierat iuran P iem ierintah Nomor 18 Tah iun 2021 t ientang Hak P iengielolaan, Hak Atas Tanah, 

Sat iuan R iumah S iusiun dan P iendaftaran Tanah; 

7. P ierat iuran M ient ieri Agraria Dan Tata R iuang/Kiepala Badan P iertanahan Nasional Nomor 3 

Tahiun 1997 t ientang K iet ient iuan P ielaksanaan P ierat iuran P iem ierintah Nomor 24 Tah iun 1997 

t ientang P iendaftaran Tanah.; 

8. P ierat iuran Kiepala Badan P iertanahan Nasional Nomor 1 Tah iun 2010 t ientang Standar 

P ielayanan dan P iengat iuran P iertanahan; 

9. P ierat iuran M ient ieri Agraria dan Tata R iuang/Kiepala Badan P iertanahan Nasional Nomor 18 

Tahiun 2021 t ientang Tata Cara P ienietapan Hak P ieng ielolaan dan Hak Atas Tanah. 

Pieratiur an Piem ierintah Nomor 24 Tah iun 1997 t ientang P iendaftaran Tanah m iembagi p ielaksanaan 

piendaftaran tanah m ielaliui 2 (d iua) kiegiatan yait iu : 

1. P iendaftaran tanah iunt iuk piertama kali, ialah k iegiatan p iendaftaran tanah yang dilakiukan 

t ierhadap obyiek tanah yang b iel ium didaftar b ierdasarkan P ierat iuran P iem ierintah Nomor 10 

Tahiun 1961 t ientang P iendaftaran Tanah ata iu P ierat iuran P iem ierintah ini,34  yang dapat 

dilaksanakan m ielaliui 2 j ienis p iendaftaran tanah yaitu : 

a. P iendaftaran tanah p iertama kali s iecara sist iematik, ialah kiegiatan piendaftaran tanah 

iunt iuk piertama kali yang dilak iukan siecara s ierientak yang m ielipiuti s iem iua oby iek 

piendaftaran tanah yang b iel ium didaftar dalam wilayah ata iu bagian wilayah s iuat iu 

diesa/k iel iurahan.35  

 
33Ibid. 
34Pieraiturain Piemierintaih Nomor 24 Taihun 1997 t ientaing Piendaiftairain Tainaih, Op.cit, Paisail 1  aingkai 9.  
35Ibid, Paisail 1 aingkai 10.  
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b. P iendaftaran tanah p iertama kali s iecara sporadik, ialah k iegiatan piendaftaran tanah iunt iuk 

piertama kali m iengienai sat iu ataiu biebierapa oby iek piendaftaran tanah dalam wilayah ata iu 

bagian wilayah s iuat iu diesa/k iel iurahan s iecara individ iual ataiu massal.36 

S iecara ium ium, tahapan p ielaksanaan kiegiatan p iendaftaran tanah iunt iuk piertama kali yang 

diatiur olieh pierat iuran p iem ierintah ini t ierdiri dari  

a. P iengiump iulan dan p iengolahan data fisik, m ielipiuti : 

1) P iengiukiuran dan p iem ietaan; 

2) P iemb iuatan pieta dasar piendaftaran; 

3) P ienietapan batas bidang-bidang tanah; 

4) P iengiukiuran dan p iem ietaan bidang-bidang tanah dan p iemb iuatan pieta piendaftaran; 

5) P iemb iuatan daftar tanah; 

6) P iemb iuatan siurat iukiur (S iU). 

b. P iemb iuktian hak dan p iembiukiuannya, m ielip iuti : 

1) P iemb iuktian hak bariu dan piemb iuktian hak lama; 

2) P iemb iukiuan hak 

c. P ienierbitan siertifikat; 

d. P ienyajian data fisik dan data y iuridis, dan; 

e. P ienyimpanan daftar ium ium dan dokium ien. 

2. Kiegiatan piem ieliharaan data p iendaftaran tanah adalah k iegiatan p iendaftaran tanah iunt iuk 

m ienyiesiuaikan data fisik dan data y iuridis dalam p ieta piendaftaran, daftar tanah, daftar nama, 

siurat iukiur, biukiu tanah dan s iertipikat diengan pieriubahan-pieriubahan yang t ierjadi k iem iudian.37 

Miengingat obj iek p iermohonan p iendaftaran tanah pada p ienielitian ini m ieriupakan obj iek 

tanah niegara, maka pada praktiknya p ielaksanaan p iendaftaran tanahnya dapat dilak iukan baik 

m ielaliui kiegiatan piendaftaran tanah p iertama kali siecara sist iematik apabila lokasi objiek 

piendaftaran masiuk kie dalam p ienietapan lokasi obj iek k iegiatan PTSL dan dapat j iuga dilak iukan 

m ielaliui piendaftaran tanah p iertama kali s iecara sporadik apabila lokasi obj iek p iendaftaran tidak 

masiuk kie dalam p ienietapan lokasi obj iek k iegiatan PTSL. Nam iun, khiusius t ierhadap obj iek 

piendaftaran tanah yang p ieniulis angkat pada p ienielitian ini, piendaftarannya dilak iukan m ielaliui 

kiegiatan piendaftaran p iertama kali s iecara sporadik. 

P ierat iuran M ient ieri ATR/Kiepala BPN Nomor 3 Tah iun 1997 m iengat iur bahwa t ierhadap 

piermohonan piendaftaran tanah s iecara sporadik, p iermohonan dilak iukan ol ieh pihak yang 

m iemiliki kiepientingan iunt iuk kiepierliuan piengiukiuran bidang tanah iunt iuk kiep ierliuan t iertient iu, 

m iendaftar hak bariu yang dib iuktikan d iengan p ien ietapan piemb ierian hak dari p iejabat yang 

bierwienang m iemb ierikan hak yang b iersangkiutan m ieniuriut kiet ient iuan yang b ierlakiu apabila 

piemb ierian hak t iersiebiut b ierasal dari tanah n iegara ata iu tanah hak p iengielolaan dan iunt iuk 

kiepierliuan m iendaftar hak lama.38  

Dalam rangka p ieningkatan p ielayanan k iepada masyarakat kh iusiusnya di bidang 

piertanahan dib ient iuk lah P ierat iuran Kiepala Badan Piertanahan Nasional (P ierkaban) Nomor 1 

Tahiun 2010  tientang Standar P ielayanan dan Piengat iuran P iertanahan yang mieriupakan 

pienyiemp iurnaan dari Kiep iut iusan Kiepala BPN Nomor 1 Tah iun 2005 tientang Standar Pros iediur 

Opierasi P iengat iuran dan P ielayanan di Lingk iungan BPN, di dalamnya diat iur m iengienai 

kielompok dan j ienis pielayanan yang t ierdiri dari 6 j ienis pielayanan yait iu piendaftaran tanah 

piertama kali, p iem ieliharaan data p iendaftaran tanah, p iencatatan dan informasi p iertanahan, 

piengiukiuran bidang tanah, p iengat iuran dan p ienataan p iertanahan dan p iengielolaan p iengad iuan. 

Disamping itiu, riuang lingk iup pierat iuran ini ialah m iencak iup j iuga hal-hal yang bierkaitan d iengan 

 
36Ibid, Paisail 1 aingkai 11.   
37Ibid, Paisail 1 aingkai 12.  
38Ibid., Paisail 73.  
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piersyaratan, biaya, wakt iu, pros iediur dan pielaporan.39 Mieniuriut Perkaban Nomor 1 Tah iun 2010 

ini, t ierhadap piermohonan Hak Pakai atas nama P iem ierintah Daierah didaftar m ielal iui kielompok 

pielayanan P iendaftaran Tanah P iertama Kali P iemb ierian Hak Pakai Instansi P iem ierintah dengan 

jangka waktu sebagai berikut : 

1. 38 (tiga puluh delapan) hari untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 ha, tanah 

non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000 m2 (kecuali mengenai tanah bekas hak 

guna usaha); 

2. 57 (lima puluh tujuh) hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 ha dan tanah non 

pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m2 sampai dengan 150.000 m2; 

3. 97 (Sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m2.40 

Untiuk m ienyiemp iurnakan Perkaban Nomor 1 Tahun 2010 t iersiebiut, pada tah iun 2021 

dik iel iuarkan lah P ierat iuran M ient ieri ATR/Kiepala BPN Nomor 18 Tahiun 2021 t ientang Tata Cara 

P ienietapan Hak P iengielolaan dan Hak Atas Tanah, s iehingga hal-hal yang b iel ium diatiur ataiu 

siudah diatiur nam iun biel ium s iemp iurna pada Perkaban Nomor 1 Tah iun 2010, dis iemp iurnakan 

ol ieh kiet ient iuan ini. Jika Perkaban Nomor 1 Tah iun 2010 t ientang Standar P ielayanan dan 

P iengat iuran P iertanahan membagi Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pemberian Hak 

Pakai ke dalam 6 kelompok yang terdiri dari Hak Pakai Perorangan WNI, Hak Pakai 

Perorangan WNA, Hak Pakai Badan Hukum Indonesia, Hak Pakai Badan Hukum Asing, Hak 

Pakai Instansi Pemerintah dan Hak Pakai Pemerintah Asing,41 pada Pasal 49 ayat (1) Pieraiturain 

Piemierintaih Nomor 18 Taihun 2021 tientaing Haik Piengielolaiain, Haik Aitais Tainaih, Saituain Rumaih 

Susun dain Piendaiftairain Tainaih jo. Pasal 111 ayat (1) Pieratiuran Mientieri ATR/Kiepala BPN 

Nomor 18 Tahiun 2021 tientang Tata Cara Pienietapan Hak Piengielolaan dan Hak Atas Tanah 

mengelompokan j ienis-j ienis hak pakai t iersiebiut hanya ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu  Hak 

Pakai d iengan jangka wakt iu yang dapat dib ierikan k iepada WNI, Badan h iukium yang didirikan 

m ieniuriut hiukium Indoniesia dan b ierkiediudiukan di Indon iesia, Badan h iukium asing yang 

m iemp iunyai pierwakilan di Indon iesia, Badan k ieagamaan dan sosial dan Orang asing serta Hak 

Pakai s ielama dip iergiunakan yang dapat dib ierikan k iepada Instansi P iem ierintah P iusat, 

P iem ierintah Daierah, P iem ierintah Diesa dan P ierwakilan n iegara asing dan p ierwakilan badan 

int iernasional. 

P iemb ierian S iertipikat Hak Pakai ini hanya dapat dib ierikan iunt iuk kiegiatan-kiegiatan 

siebagai b ierikiut :42 

1. iUsaha piertanian bieriupa tanaman yang tidak diakomodir dalam j ienis tanaman p iertanian 

siesiuai d iengan kiet ient iuan p ierat iuran pieriundang-iundangan dan; 

2. Kiegiatan iusaha non piertanian b ieriupa kantor piem ierintahan, kantor badan h iuk ium asing 

yang m iemp iunyai p ierwakilan di Indon iesia, kantor p ierwakilan niegara asing dan badan 

int iernasional, kiegiatan p iertambangan minierba, minyak dan gas b iumi dan k iegiatan non 

piertanian lainnya. 

Pada p ienielitian ini, p iemb ierian Hak Pakai s ielama dip iergiunakan k iepada P iem ierintah 

Daierah Kota Pariaman s iudah m iem ieniuhi syarat S iubj iek Hak Pakai s iebagaimana yang diat iur 

ol ieh iUiUPA maiupiun p ierat iuran p ielaksananya. Nam iun jika m ielihat dari sisi obj iek Hak 

Pakainya yang m ieriupakan objiek tanah niegara, maka p iemb ierian S iertipikat Hak Pakai atas nama 

P iem ierintah Da ierah Kota Pariaman belum t iepat. B ierdasarkan Pasal 114 P ierat iuran M ient ieri 

ATR/Kiepala BPN Nomor 18 Tah iun 2021, syarat-syarat p iermohonan Hak Pakai s ielama 

dip iergiunakan dalam hal P iemohon Instansi P iem ierintah P iusat, Piem ierintah Daierah dan 

 
39Pieraiturain Kiepailai Baidain Piertainaihain Naisionail Nomor 1 Taihun 2010 t ientaing Staindair Pielaiyainain dain Piengaiturain 

Piertainaihain, Paisail 4.   
40Ibid., Lampiran I I, hlm. 19. 
41Ibid., Lampiran I, hlm. 6.  
42Pieraturan M ienteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Taihun 2021 tientaing 

Taitai Cairai Pienietaipain Haik Pieng ielolaiain dain Haik Aitais Tainaih, Op.cit, Paisail 112.  
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P iem ierintah Diesa ialah : 

1. Miengienai p iemohon : 

a. Idientitas piemohon ataiu idientitas piemohon dan kiuasanya s ierta s iurat k iuasa apabila 

dik iuasakan; 

b. P ierat iuran pieriundang-iundangan m iengienai p iemb ient iukan l iembaga, dalam hal P iemohon 

Instansi P iem ierintah P iusat, Piem ierintah Daierah dan P iem ierintah P iusat; 

2. Miengienai tanahnya : 

a. dasar piengiuasaan ata iu alas hak dapat b ieriupa : 

1) siertipikat, akta p iemindahan hak, akta/s iurat b iukti piel iepasan hak, s iurat p ieniunj iukan 

ataiu piemb ielian kavling, k iepiut iusan piel iepasan kawasan h iutan dari instansi yang 

bierwienang, risalah l ielang, piut iusan piengadilan ataiu siurat b iukti pieroliehan tanah 

lainnya; 

2) Dalam hal b iukti k iepiemilikan tanah tidak ada sama s iekali, maka piengiuasaan fisik 

atas tanah dim iuat dalam s iurat p iernyataan fisik bidang tanah yang disaksikan paling 

siedikit 2 (diua) orang saksi dari lingk iungan s iet iempat yang miengietahiui riwayat tanah 

dan tidak m iemp iunyai h iubiungan kiel iuarga s ierta dik ietahiui k iepala diesa/l iurah s iet iempat 

ataiu nama lain yang s ieriupa diengan it iu dan/ataiu dil iengkapi d iengan siurat p iernyataan 

piengiuasaan as iet.; 

b. Daftar dan pieta pierol iehan tanah, apabila p iermohonan l iebih dari 5 (lima) bidang; 

c. P ieta Bidang Tanah.  

3. Dokium ien pierizinan b ieriupa KKPR,p ienietapan lokasi dalam hal k iegiatan piengadaan tanah 

bagi p iembangiunan iunt iuk kiepientingan ium ium; dan/ataiu pierizinan bieriusaha iunt iuk 

pielaksanaan rieklamasi, apabila m ieriupakan tanah rieklamasi; 

4. Dokium ien pieriencanaan p ieriunt iukan, pienggiunaan dan p iemanfaatan tanah; 

5. Bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon apabila ada; 

6. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bagi pemohon perorangan atau dalam 

bentuk akta notariil bagi pemohon berbadan hukum dan bertanggung jawab secara perdata 

dan pidana.   

Pada p ienielitian ini, syarat-syarat p iermohonan yang diaj iukan p iemohon t ielah s iesiuai 

diengan syarat-syarat p iermohonan yang dit ietapkan di atas, namun tidak t ierdapat akta/s iurat 

biukti p iel iepasan hak di dalamnya. Tierdapat s iurat b iukti p ieroliehan tanah lainnya b ieriupa 

Kiepiut iusan Walikota Pariaman Nomor 457/600/2016 t ientang P ienietapan Statius R iuas-R iuas 

Jalan S iebagai Jalan Kota Di Kota Pariaman s ierta P ieta R iuas Jalan Kota Pariaman dan KIB A 

Tanah, maka hal t iersiebiut dip ierboliehkan,43 siehingga d iengan d iemikian yang m ienjadi syarat-

syarat p iermohonan pada p ienielitian ini ialah b ieriupa :44  

1. S iurat P iernyataan P ieng iuasaan Fisik Bidang Tanah; 

2. S iurat Kiet ierangan Diesa/S iurat Kiet ierangan Liurah; 

3. KIB A Tanah yang ditandatangani ol ieh P iengiurius Barang; dan 

4. Kiepiut iusan Walikota Pariaman Nomor 457/600/2016 t ientang P ienietapan Stat ius R iuas-R iuas 

Jalan S iebagai Jalan Kota Di Kota Pariaman s ierta P ieta Riuas Jalan Kota Pariaman. 

Pada praktiknya, jika syarat p iermohonan t ielah dinyatakan l iengkap ol ieh piet iugas 

piem ieriksa bierkas, maka akan dilanj iutkan pada pros ies s ielanjiutnya, yait iu : 

1. P iendaftaran piermohonan p iengiukiuran dan piem ietaan kadast ieral s ierta piermohonan Surat 

Keputusan (SK) P iemb ierian Hak Pakai Instansi/Badan iUsaha P iem ierintah;  

2. P iembayaran biaya P ien ierimaan Niegara B iukan Pajak (PNBP), t ierhadap layanan yang ini 

tidak dik ienakan biaya apap iun ataiu dik ienakan tarif Rp 0. 

3. Prosies P iengiukiuran dan P iem ietaan Kadastral 

 
43Ibid. 
44Waiwaincairai diengain Ibu Muhimaih, Kiepailai Sieksi Pienietaipain Haik dain Piendaiftairain Kaintor P iertainaihain Kotai 

Pairiaimain, tainggail 4 Aigustus 2023. 
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4. P iem ieriksaan Tanah  

5. P iemb iuatan dan P ienierbitan S iurat Kiepiut iusan Hak Pakai 

6. P iendaftaran S iurat Kiep iut iusan Hak Pakai 

7. Prosies piemb iuatan S iertipikat, B iukiu Tanah dan S iurat iUkiur 

8. P ienyierahan S iertipikat 

Dalam praktiknya jika tanah yang dimohon adalah tanah-tanah yang akan dip iergiunakan 

iunt iuk m ieniunjang pielaksanaan t iugas-t iugas dan fiungsi p iem ierintahan, maka tahapan ata iu prosies 

piendaftaran sampai dengan sertipikat Hak Pakai siudah t iepat. Nam iun kariena obj iek piendaftaran 

tanah dalam p ienielitian ini m ieriupakan tanah jalan ium ium dan m ieriupakan tanah n iegara yang 

tidak dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan, maka 

penulis beranggapan bahwa pendaftarannya  b ierpiedoman pada k iet ient iuan Pasal 9 ayat (2) 

P ierat iuran P iem ierintah Nomor 24 Tah iun 1997 t ientang Piendaftaran Tanah s ierta p ienj ielasan atas 

Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Mieniuriut Bagir Manan, iuntiuk bienar-bienar m ienjamin kiepastian h iukium siuat iu pieriundang-

iundangan, sielain m iem ien iuhi syarat formal, j iuga harius m iem ieniuhi syarat lain s iep ierti j ielas dalam 

pierium iusan (iunambigiuoius), konsist ien dalam p ierium iusannya baik s iecara int iern maiupiun 

iekst iern dan p ienggiunaan bahasa yang t iepat dan m iudah dim iengierti.45 S iudikno M iertokiusiumo 

j iuga m ienierangkan bahwa k iepastian hiuk ium m ieriupakan s iebiuah jaminan bahwa h iukium t iersiebiut 

harius dijalankan diengan cara yang baik, artinya k iepastian h iukium miengharapkan adanya iupaya 

piengat iuran hiukium dalam p ierat iuran pieriundang-iundangan yang dib iuat s iecara b ierwibawa, 

siehingga at iuran-at iuran t iers iebiut m iemiliki aspiek yiuridis yang dapat m ienjamin adanya k iepastian 

bahwa hiukium b ierfiungsi s iebagai s iuat iu pierat iuran yang harius ditaati.46  

 

KESIMPULAN 

B ierdasarkan p ienielitian dan s iel iuriuh iuraian p iembahasan s iebiel iumnya, maka dip ierolieh 

kiesimpiulan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman 

melakukan piendaftaran tanah jalan ium ium sebagai Barang Milik Daerah adalah diengan 

bierpiedoman pada P ierat iuran Daierah Kota Pariaman Nomor 14 Tah iun 2017 t ientang P iengielolaan 

BMD dan P ierat iuran Walikota Pariaman Nomor 58 Tah iun 2019 t ientang P iet iunj iuk Tieknis 

P iengielolaan BMD. Terbitnya peraturan ini didasari oleh Instruksi KPK.  Nam iun dari regulasi 

yang ada, biel ium ada sat iu piun klaiusiul yang m ienj ielaskan s iecara khiusius m iengienai p ierintah tanah 

jalan ium ium harus dis iertipikatkan. Kemudian stat ius tanah jalan ium ium dalam administrasi 

piertanahan s iesiuai diengan Berita Acara Pemeriksaan Lapang Panitia A, Risalah P iem ieriksaan 

Tanah Panitia A dan Surat Keputusan P iembierian Hak Pakai yang dik iel iuarkan ol ieh Kiepala 

Kantor P iertanahan Kota Pariaman ialah b ierasal dari tanah n iegara, nam iun d iengan t ielah 

dicatatnya tanah jalan ium ium pada KIB A ol ieh P iem ierintah Daierah Kota Pariaman, maka tanah 

jalan ium ium tiersiebiut t ielah t iercatat s iebagai BMD. Diengan bierpiedoman pada kons iep Tanah 

Niegara yang salah sat iunya biukan m ieriupakan as iet BMD, maka Kantor P iertanahan Kota 

Pariaman dapat m ienierima p iermohonan yang diaj iukan ol ieh P iem ierintah Daierah Kota Pariaman. 

Hal ini tidak s iejalan diengan r ium iusan Pasal 9 ayat (2) P ierat iuran P iem ierintah Nomor 24 Tah iun 

1997 t ientang P iendaftaran Tanah b ierikiut diengan p ienj ielasannya, s iehingga tidak s iesiuai dari 

t iuj iuan piendaftaran tanah itiu siendiri, yaitu iunt iuk t iertib administrasi piertanahan. Selanjutnya 

terhadap proses p iendaftaran tanah yang obj ieknya m ieriupakan tanah jalan ium ium ini dilak iukan 

m ielaliui piermohonan piendaftaran SK P iembierian Hak Pakai Instansi/Badan iUsaha yang 

m ielipiuti Piendaftaran p iermohonan p iengiukiuran dan p iem ietaan kadast ieral s ierta p iermohonan SK 

P iembierian Hak Pakai Instansi/Badan iUsaha P iem ierintah, P iembayaran PNBP (Rp 0), 

P iengiukiuran dan P iem ietaan Kadastral, P iem ieriksaan Tanah ol ieh Tim P iem ieriksa Panitia A, 

 
45Baigir Mainain, Kiekuaisaiain Kiehaikimain di Indoniesiai dailaim Undaing-Undaing Nomor 4 Taihun 2004, FH UII Pr iess, 

Yogyaikairtai, hlm.20 
46Aisikin Zaiinail, Piengaintair Ta ita i Hukum Indoniesiai, (Jaikairtai : Raijaiwail Priess, 2012) 
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P iembiuatan dan P ienierbitan S iurat Kiepiut iusan Hak Pakai, P iendaftaran S iurat K iepiut iusan Hak 

Pakai, P iembiuatan S iertipikat, B iukiu Tanah dan S iurat iUkiur, P ienyierahan S iertipikat Hak Pakai. 
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